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ABSTRAK

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesiamasih menjadi polemik hingga saat
ini. Beberapa pasangan beda agama kerap mengalami kendala dalam upaya
permohonan panerbitan akta nikah mereka, karena Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil menolak permohonan dan mengharuskan para pasangan yang
telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk mengajukan permohonan
dispensasi pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk
memperoleh penetapan hakim. Hal ini tidak terkecuali yang terjadi di Daerah
Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta dan Bantul. Terhitung
terdapat empat permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang masuk pada
tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dua di antaranya merupakan
permohonan pencatatan perkawinan bebda agama antara pemohon yang beragama
Islam dengan pemohon beragama Katholik. Penetapan tersebut adalah Penetapan
PN Yogyakarta No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk dan Penetapan PN Bantul No.
99/Pdt.P/2023/PN Btl. Penulis tertarik melakukan kajian terhadap dua penetapan
ini dengan mengajukan permasalahan terkait dasar hukum penyelesaian
permohonan dan pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan pemahaman
mereka terhadap konsep kebebasan beragama dan penafsiran hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris
yaitu, penelitian terhadap praktik hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri yang
kemudian dikaji melalui peraturan perundangan yang relevan dan melalui nilai dan
asas ketentuan terkait isu pernikahan beda agama. Penelitian ini didasarkan pada
data-data primer, yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan
Bantul, dan hasil wawancara dengan seorang hakim, dan didasarkan juga pada data
sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu, peraturan perundang-undangan
khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Data-data primer dan sekunder tersebut diperkuat oleh data yang berasal dari
pendapat dari para ahli dan literatur penelitian serupa, dan kemudian dianalisa
dengan merujuk pada teori atau konsep penafsiran hukum dan kebebasan beragama.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, para hakim di Kota
Yogyakarta dan Bantul cenderung mengabulkan permohonan pencatatan
pernikahan beda agama dengan merujuk pada dasar hukum berupa pasal-pasal yang
relevan dari Peraturan Perundangan, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
200634 Kedua, dalam mengabulkan permohonan, bahwa para hakim
mempertimbangkan beberapa fakta, termasuk terjadinya in casu agama Islam oleh
calon pasangan Muslim, telah dilangsungkannya pernikahan secara agam di Gereja
yang disaksikan oleh para ahli Agama Katholik. Dengan sikap ini, para hakim juga
melihat lebih luas celah kekosongan hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi kependudukan terkait dispensasi pencatatan perkawinan dimana para
hakim melakukan penafisara hukum dan mengekspresikan pemahaman mereka
terhadap konsep kebebasan beragama dan hak asasi manusia untuk melakukan



pernikahan dan memeluk agama, seperti terlihat jelas dalam Penetapan PN
Yogyakarta No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk dan Penetapan PN Bantul No.
99/Pdt.P/2023/PN Btl.

Kata Kunci: Permohonan, Hakim, Perkawinan Beda Agama, Hak Kebebasan
beragama

Vi



ABSTRACT

The registration of interfaith marriages in Indonesia remains a polemic to this day.
Some interfaith couples often experience obstacles in applying for the issuance of
their marriage certificate, because the Population and Civil Registration Olffice
rejects the application and requires couples who have entered into an interfaith
marriage to apply for dispensation to register an interfaith marriage to the District
Court for a judge's decision. This is no exception in the Special Region of
Yogyakarta, particularly in Yogyakarta City and Bantul. There were four
applications for the registration of interfaith marriages in 2023 in the Special
Region of Yogyakarta, two of which were applications for the registration of
interfaith marriages between Muslim and Catholic applicants. The stipulations are
Yogyakarta District Court Stipulation No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk and Bantul
District Court Stipulation No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl. The author is interested in
conducting a study of these two stipulations by raising issues related to the legal
basis for the settlement of the petition and legal considerations of judges associated
with their understanding of the concept of freedom of religion and legal
interpretation

This research is conducted using a juridical-empirical approach, namely,
research on legal practices by judges in the District Court which are then examined
through relevant laws and regulations and through the values and principles of
provisions related to the issue of interfaith marriage. This research is based on
primary data, namely in the form of a decision of the District Court of Yogyakarta
City and Bantul, and the results of an interview with a judge, and is also based on
secondary data in the form of primary legal materials, namely, legislation,
especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 24 of
2013 concerning Population Administration. The primary and secondary data are
strengthened by data derived from the opinions of experts and similar research
literature, and then analyzed by referring to the theory or concept of legal
interpretation and religious freedom.

This study reveals that first, the judges in Yogyakarta City and Bantul tend
to grant the application for registration of interfaith marriages by referring to the
legal basis in the form of relevant articles of the Law, namely article 2 of Law No.
1 of 1974 Concerning Marriage, and article 34 paragraph (1) of Law No. 23 of
2006.34 Second, in granting the application, the judges consider several facts,
including the occurrence of Islam by the prospective Muslim couple, the religious
marriage has been held in the Church witnessed by Catholic experts. With this
attitude, the judges also looked more broadly at the legal vacuum of Law No.
1/1974 on Marriage and Law No. 24/2013 on Population Administration related to
marriage registration dispensation where the judges interpreted the law and
expressed their understanding of the concept of freedom of religion and human
rights to marry and embrace religion, as clearly seen in the Yogyakarta District
Court Stipulation No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk and Bantul District Court
Stipulation No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 perkawinan beda agama sempat menjadi sebuah perbincangan
yang kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan khususnya bagi para penegak
hukum. Hal tersebut terjadi karena dikabulkannya sebuah permohonan
pencatatan perkawinan beda agama di Surabaya pada tahun 2022 dengan nomor
penetapan 916/Pdt./2022/PN/Sby.! Akibatnya, terdapat beberapa permohonan
serupa yang masuk ke pengadilan negeri pada daerah-daerah lainnya di
Indonesia. Mengetahui hal tersebut, maka polemik ini lebih lanjut menjadi
sebuah perdebatan khususnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
menjelaskan bahwa, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang
melanggar syariat islam. Mengingat bahwa sebelumya MUI mengeluarkan
fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005% tentang Perkawinan Beda Agama
dengan dua poin utama yaitu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak
sah. Serta, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut
gaul mu tamad, adalah haram dan tidak sah.> Namun fatwa ini tidak mengikat
secara hukum negara, sehingga banyak pasangan yang tetap memilih menikah

dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum lain.

! Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt./2022/PN/Sby.
2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
3 “Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI”,

https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-

agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/, akses 20 November 2024.




Melihat dari sisi sebuah hak warga negara, konstitusi Indonesia memberikan
hak serta pengakuan untuk semua warga negara untuk melangsungkan
perkawinan.* Terkait persoalan ini dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (1)’ amandemen terakhir yang

berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah”.

Hal tersebut sebenarnya perlu dilihat lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan yang sah
merupakan perkawinan yang menurut kepercayaannya masing-masing.®
Namun hal tersebut kerap menjadi sebuah perdebatan karena terdapat beberapa
permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang berhasil dikabulkan
karena, sebagian orang berfikir bahwa tidak ada peraturan secara pasti dan tegas
yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Mengingat juga bahwa seiring
berkembangnya zaman banyak masyarakat yang mulai “terbuka” perihal hak-
hak nya untuk menikah dengan memilih pasangan yang mereka mau meskipun
adanya perbedaan agama sekalipun. Hal ini di dasari bahwa, generasi saat ini
mulai menerapkan pemikiran yang luas tentang hak dan kebebasan untuk

beragama apalagi dengan adanya keberagaman di Indonesia yang maka dari itu,

4 Filemon Halawa, “Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang
SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Inkremental”, Journal Of Christian Education,
Vol.3, No.2 (2023), him.143.

3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

6 Pasal 2 Ayat (2).



terciptalah perkawinan campuran atau yang lebih dikenal dengan perkawinan

beda agama.

Sebagai bahasan lebih lanjut terkait perkawinan beda agama, penulis
mengambil dua permohonan terbaru yang ada di pengadilan negeri pada
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya, di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul untuk diteliti lebih dalam terkait
permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, maka
ditemukan masing-masing satu penetapan permohonan pencatatan perkawinan
beda agama yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.
141/Pdt.P/2023/PN Yyk’ dengan Pemohon I beragama Katolik dengan
pasangannya, Pemohon II beragama Islam dan Penetapan Pengadilan Negeri
Bantul No. 99/Pdt.P/2023PN Btl® dengan Pemohon I beragama Islam serta

pasangannya, Pemohon II beragama Katolik.

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam perkawinan beda agama
tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 40 huruf ¢
menegaskan bahwa antara seorang pria dengan wanita yang tidak saling
beragama Islam, maka perkawinannya dilarang. Begitu pula dilanjutkan di
Pasal 44 bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam.” Adapun pelaksanaan perkawinan

antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya

7 Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

8 Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023PN Btl.

® Rahmad Effendi Rangkuti, Yafiz Arya Dharma, Destia Azzahra, “Tinjauan Yuridis
Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam”, Analitica
Islamica: Jurnal lImu-ilmu Keislaman Vol. 12, 1 (2023), hlm.3



disarankan untuk menundukkan diri atau masuk agama pihak lain baik masuk
‘agama semu’ atau sesungguhnya sebagai contoh, seorang non-muslim yang
hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama muslim
menggunakan hukum islam dengan pencatatan oleh KUA yang sebelumnya

harus mengucapkan ikrar syahadat.'”

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang menganut Agama Katolik,
perkawinan dianggap hal yang sangat sakral dan suci. Sedangkan perkawinan
beda agama pada Agama Katolik kurang lebih mirip dengan Agama Kristen
karena tidak bisa dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari daftar kitab suci atau

kanon!! 1086 § 1:!?

“Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam
Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis,
adalah tidak sah ™.

Meskipun demikian, pada gereja-gereja Katolik terdapat yang namanya
dispensasi atau pengecualin untuk perkawinan beda agama yaitu dengan adanya
proses izin dari lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari
uskup ini baru akan diberikan jika terdapat harapan dapat terbinanya suatu
keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.'’ Dispensasi ini diberikan

kepada perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis yaitu

10 Wahyuni Sri, Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosogif, Yuridis,
Prosedural dan Sosiologis. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2015), him.156.

! Dapat diartikan sebagai tongkat pengukur dalam istilah Katolik yang diambil dari bahasa
Yunani Kuno.

12 Kanon Al-Kitab, 1086 § 1.

13 Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”,
Lex Privatum, Vol.I/No.2 (2013), hlm.135.



Islam, Hindu dan Budha.'* Sedangkan perkawinan antara Katolik dengan non-
Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.'

Berdasarkan berbagai aturan dan pedoman dari kedua agama yang berbeda,
hal ini menjadi pertanyaan kenapa hakim pengadilan negeri mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan beda agama meskipun negara dan agama-
agama melarangnya. Dengan demikian kita perlu melihat dari perskpektif
hakim itu sendiri atas berbagai pertimbangan hak kebebasan beragama.

Menurut Oliver Wendell Holmes yang merupakan seorang hakim di
Asosiasi Pengadilan Tinggi Amerika Serikat sejak tahun 1902 hingga tahun
1932, mengemukakan pendapat bahwa:!®
“Hakim harus melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tidak
bertumpu pada perundang-undangan ciptaan manusia biasa dan juga tidak

pernah sempurna, bahkan tidak lengkap dan senantiasa menuntut interpretasi
dari para penegak hukumnya”.

Sehingga melalui penelitian ini dikajilah jawaban-jawaban dari hakim yang
diwawancarai tentang perkawinan beda agama dari perspektif dasar-dasar
hukum yang digunakan beserta faktor yang mereka pertimbangkan khususnya
apabila dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) perihal kebebasan beragama
dalam sebuah perkawinan sebagai alasan hakim mempertimbangkan

permohonan pencatatan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya sebuah pemahaman

yang lebih baik tentang bagaimana hak kebebasan beragama menjadi

4 Ibid.

B1bid.

16 HM. Soerya Respationo, M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas
Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, Yustisia Vol.2 No.2 (2013), hlm.106.



pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menghadapi perkawinan beda
agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil penelitian ini dapat
memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan hakim serta
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum dan kebijakan
yang lebih baik di masa depan terkait kebebasan beragama dalam perkawinan
beda agama. Atas segala ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam
mengenai argumentasi para hakim maka penelitian ini dituangkan ke dalam
skripsi penulis yang berjudul “Praktik Perkawinan Beda Agama Di
Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Dasar
dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengabulan Permohonan

Perkawinan Muslim dan Non Muslim)”.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini antara lain:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta
dan Bantul?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan
permohonan perkawinan beda agama berdasarkan kebebasan beragama

dan teori penafsiran hukum?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka terdapat tujuan dari
penelitian ini antara lain:

a. Memahami apa dasar seorang hakim di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul sehingga mereka dapat
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

b. Mengerti akan bagaimana seorang hakim menyelesaikan suatu
perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama
berdasarkan hukum dan perspektif kebebasan beragama

2. Kegunaan Penelitian
Terdapat dua macam kegunaan penelitian ini, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis
Bermanfaat untuk para akademisi yang sedang menelaah lebih
dalam tentang pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan
di Indonesia dari pandangan hakim pengadilan negeri Daerah
Istimewa Yogyakarta yang pernah menangani permohonan serupa.

b. Kegunaan Praktis
Bermanfaat sebagai gambaran bagaimana seorang hakim dapat
mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hak
kebebasan beragama yang diharapkan bisa menjadi bahan
pertimbangan dalam menegakkan hukum tentang perkawinan di

Indonesia ditengah keberagaman agama.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber referensi bagi penyusun dalam merumuskan
permasalahan dalam penelitiannya. Telaah pustaka memiliki hubungan
langsung dengan tujuan serta metode apa yang nantinya akan digunakan.!”
Sebelumnya, perlu dipahami lebih lanjut bahwa penelitian penulis berkaitan
dengan dasar hukum hakim dan pertimbangannya untuk mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tahun 2023 beserta dengan pertimbangan hak kebebasan
beragama para pemohon. Dengan ini, maka tujuan dari telaah pustaka adalah
sebagai penunjuk atau bukti bahwa penelitian ini merupakan sebuah
pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan hasil
penelitian penulis sendiri dengan objek penelitian yang sama yaitu, tentang
fenomena perkawinan beda agama.

Literatur/karya ilmiah yang berkaitan nantinya akan menjadi referensi
penulis serta bahan pembelajaran baru untuk penulis melaksanakan penelitian.
Berikut adalah beberapa literatur/karya ilmiah yang telah penulis pilih sebagai
bahan kepustakaan penulis, antara lain:

1. Kategori Yuridis

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang

berarti menurut hukum atau dari segi hukum.'® Bisa juga diartikan sebagai

“yang telah ditetapkan undang-udang/hukum”. Dengan demikian, maksud

17 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Penerbit CV Mandar
Maju, 2008), hlm. 101

18 Marwan, SM., & lJimmy, IP., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, him.
651.



dari literatur/karya tulis kategori yuridis merupakan literatur yang
membahas  mengenai  penelitian  hukum  berdasarkan  undang-
undang/peraturan yang digunakan dalam memutus suatu perkara di

pengadilan. Berikut adalah beberapa literatur terkait:

Skripsi yang ditulis oleh Pujiono, yang berjudul “Pernikahan Beda
Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/Pn Yyk)”.!"?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri
Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang memfokuskan tentang
perlindungan kedudukan anak pada keluarga yang kawin beda agama dari
pandangan hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama pada tahun
2022. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis mengambil satu penetapan
terbaru di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2023 dan satu
penetapan terbaru di Pengadilan Negeri Bantul tentang perkawinan beda
agama yang difokuskan dari alasan kenapa hakim mengabulkan
permohonan-permohonan tersebut yang ditinjau dari perspektif kebebasan
beragama yang tentunya akan mencakup berbagai aspek segi humanis dan

tiga fokusan agama yang terkait dalam penetapan tersebut.

19 Pujiono, “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor: 378/Pdt.P/2022/Pn Yyk).” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).



Selanjutnya, skripsi milik Riska Kusniawari dengan judul
“Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia
dan Maghasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.?° Skripsi ini menelaah mengenai dasar
hukum dan alasan hakim ketika menetapkan perkara permohonan
perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dan diikuti dengan
HAM dan magashid syari’ah yang merupakan tujuan syariat serta rahasia
yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya. Sedangkan
pembedanya dengan penelitian ini adalah dari segi isi yang menjelaskan
bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut
dilihat dari perspektif kebebasan beragama yang tidak hanya satu agama
saja tetapi antar agama yang dianut para pemohon sesuai penetapan yang

dipilih yaitu agama Islam dan Katholik.

Kemudian, jurnal Renaning Galih Alif Nugrahani, Widhi Cahyo
Nugroho yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi
Kasus Perkara No.650/Pdt.P/2022/PN.JKT SEL.)*! berfokus tentang
pandangan hukum mengenai salah satu kasus perkara di Pengadilan Negeri
Selatan pada tahun 2022. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan
penelitian ini adalah, dalam penelitian ini mencakup satu penetapan utama

yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diikuti dengan satu

20 Riska Kusniawati, “Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi

Manusia dan Magqghasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).

2l Renaning Galih Alif Nugrahani, Widhi Cahyo Nugroho , “Tinjauan Yuridis Pernikahan

Beda Agama (Studi Kasus Perkara No.650/Pdt.P/2022/PN.JKT SEL.)”, Indonesia Journal of Law
and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023).

10



penetapan yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023
dengan melakukan wawancara terhadap hakim mengenai penanganan

tersebut dipandang dari kedua forum yaitu internum dan eksternum.

Selanjutnya, sebagai literasi yang menyangkut dengan yuridis maka
penulis memilih skripsi milik Arina Inayatun Halis yang berjudul “Pendapat
Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Tentang
Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri

Yogyakarta”?

mengenai tanggapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
yang mengabulkan tiga permohonan pencatatan perkawinan beda agama
pada tahun 2023 tentang efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan
pencatatan perkawinan beda agama. Pada skripsi ini, penulis menerangkan
lebih lanjut mengenai perspektfi hakim setelah adanya peraturan yang
melarang perkawinan beda agama dengan mengambil tiga putusan
perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada penelitian
ini, penulis melibatkan tiga agama yaitu Agama Islam, Katholik, dan
Kristen. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah, dalam penelitian ini
penulis tidak hanya mengambil penetapan terbaru dari Pengadilan Negeri

Yogyakarta saja, melainkan juga diikuti dengan satu penetapan terbaru dari

Pengadilan Negeri Bantul yang nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana

22 Arina Inayatun Halis, “Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri
Yogyakarta” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

11



seorang hakim memaknai perkawinan beda agama sehingga permohonan

tersebut bisa dikabulkan.

2. Kategori Norma

Norma merupakan aturan perilaku yang diterima dan diharapkan oleh
masyarakat. Norma dapat mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial
masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Tanpa
adanya norma, kehidupan tentu menjadi tidak terarah. Sehingga, maksud
dari literatur/karya ilmiah berkategori norma, merupakan literatur yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan meneliti masyarakat atau

perilaku terkait.

Pada kategori ini, penulis mengambil skripsi yang ditulis oleh Atik
Nuraini dengan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi

Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura”?

sebagai referensi dari bentuk
perbandingan masyarakat di Indonesia. Skripsi ini, berisikan tentang
bagaimana pelangsungan perkawinan beda agama yang dapat dikabulkan
jika dilaksanakan di Singapura karena pada dasarnya perkawinan beda
agama di negara tersebut dilegalkan akibat banyaknya penduduk yang
beragama Buddha dan etnis Tionghoa. Sedangkan perbedaannya dengan
penelitian ini, adalah dari segi kenegaraan yaitu Negara Indonesia dengan

sistem hukumnya dan dipersempit lagi dengan perkawinan beda agama di

Kota Yogyakarta. Latar penelitian ini meliput dua pengadilan negeri yaitu

23 Atik Nuraini, “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan
Singapura” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2022).

12



di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dengan
menimbang bahwa perkawinan beda agama di Indonesia menjadi sebuah
kontroversi apabila terdapat hakim yang mengabulkan permohonannya
karena pada dasarnya perkawinan beda agama dilarang untuk dilaksanakan

dan hal ini pula yang membuat berbeda prinsip dengan Singapura.
3. Kategori Praktek Perkawinan Beda Agama

Pada kategori ini, penulis mengambil tesis milik Panggih Abdiguno yang
berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam
(Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng,
Bali)?* sebagai bentuk dari praktek penyelesaian konflik ataupun praktek
dari perkawinan beda agama. Pada skripsi ini, menerangkan tentang praktik
perkawinan beda agama yang berfokus pada kedua agama yaitu antara
Hindu dengan Islam di Bali. Dikatakan bahwa solusi dari perkawinan beda
agama dapat dilakukan dengan cara ngerorod yang merupakan kawin lari
antara Hindu dengan Islam. Namun, hal ini dianggap ilegal jika dikaitkan
dengan hukum Negara Indonesia karena tidak tercatat di pengadilan
manapun. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang bagaimana hakim
pada pengadilan negeri mampu mengabulkan permohonan pencatatan
perkawinan beda agama secara legal di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil khususnya di Kota Yogyakarta.

24 Panggih Abdiguno, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam
(Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)” Tesis Universitas
Islam Negeri (2020)
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E. Kerangka Teori

1. Teori Kebebasan Beragama
International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat
dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di
bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM? sehingga menjadi
ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum serta penjelasannya
mencakup pokok-pokok terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan
dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.?®

Disebutkan dalam ICCPR pada Pasal 18 Ayat (1), bahwa kebebasan
dalam beragama dibagi menjadi dua yaitu forum internum dan eksternum.
Forum internum adalah orientasi dari kebebasan beragama seseorang yang
sifatnya pribadi dan internal atau bisa dikatakan juga bahwa sifatnya adalah
absolut yang meliputi kehidupan spiritual, kebebasan moral, dan kebebasan
untuk memilih atau mengganti agama keyakinannya.”’” Sedangkan pada
forum eksternum maksudnya adalah sebuah kebebasan yang menekankan
bahwa setiap orang tentu memiliki kebebasan secara individu maupun
dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi untuk memanifestasikan
agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengalaman, dan
ibadahnya.?®

2. Teori Penafsiran Hukum

% Deklarasi Universal HAM 1948.

26 “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, https://icjr.or.id/mengenal-
kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, akses 3 Maret 2024.

27 Alamsyah M. Dja’far, Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia,
(Jakarta: Wahid Foundation, 2016), him.123.

28 Ibid., hlm.125.
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Teori penafsiran hukum merupakan sebuah cabang dari ilmu hukum yang
membahas tentang cara memahami, menjelaskan, dan memberikan makna
terhadap tulisan-tulisan ataupun teks hukum, seperti undang-undang,
peraturan, dan keputusan hukum lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo
dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau
penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang
memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar
ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu.?’

Penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum
dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan maksud pembuatnya,
kebutuhan masyarakat, serta situasi konkret yang dihadapi. Tujuan lainnya
adalah; menentukan maksud dari pembuat undang-undang tersebut, mengisi
sebuah kekosongan hukum, menyesuaikan hukum dengan perkembangan
zaman, dan mencegah kesalahpahaman dalam mengartikan makna hukum.
3. Prinsip Kebebasan Hakim
Hakim bisa dikatakan sebagai salah satu “ahli hukum” yang perannya
sangat penting dalam memutuskan suatu perkara yang mreka hadapi. Setiap
pertimbangan dan hasil penetapan dari hakim merupakan hal yang sudah

cocok.

2% Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-
mertokusumo-pitlo-1t6331ab71b721¢/, Akses 22 November 2024.
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Prinsip kebebasan hakim ini dengan kata lain adalah hakim bebas untuk
memutuskan perkara di pengadilan selama hal tersebut memenuhi konsep
keadilan karena hakim dianggap tau segala hukumnya (the courts know the
law). Keabsahan tentang penetapan hakim ini tertuang pada asas lus Curia
Novit. Yaitu asas yang memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum
sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.’* Asas
ini telah lama dikenal dalam sistem Civil Law sehingga para pihak
bersengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang
berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan

hukumnya.!

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan kata lain untuk
melakukan penelitian ini dilakukan sebuah penelitian lapangan atau field
research yaitu menemui hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim
Pengadilan Negeri Bantul untuk diwawancara terkait penanganan empat
permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan melihat dari sisi
pertimbangannya terhadap hak kebebasan beragama pada masyarakat di
Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai bacaan dari buku-

buku, artikel, dan dasar hukum yang bersangkutan.

30 Yuristyawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam
Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, LEX Renaissance,
No. 1 VOL. 3, (2018), hIlm.89.

31 Ibid.
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2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Karena pada penelitian ini
dijabarkan secara langsung realitas gambaran secara sistematis dari hasil
analisis tentang hakim Pengadilan Negeri wilayah Yogyakarta yang
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan
adanya sebuah tujuan yang dimaksud yaitu untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan  dan  memaparkan suatu permasalahan dengan
mengumpulkan, menyusun kemudian analisis data penelitian®
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris.
Maksud dari yuridis adalah penelitian yang dikaitkan dengan benar atau
tidaknya sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan empiris menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan pengalaman
yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah
dilakukan.®* Karena penulis melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yang digunakan pada penelitian ini merupakan data
hasil wawancara dengan pihak-pihak bersangkutan yaitu seorang

hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta ataupun Pengadilan Negeri

32 Meray Hendrik Mezak, Jenis, “Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” (Vol
5, No. 2, 2006), him.19.

33 Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). empiris. In Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. https://kbbi.web.id/empiris, Akses 20 Maret 2024.
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Bantul sebagai objeknya. Wawancara ini membahas tentang
penanganan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dari
perspektif kebebasan beragama sebagai pertimbangan hakim
tersebut.

b. Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini mempunyai kedudukan sebagai
pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen
yang ditemukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan
Negeri Bantul, Undang-Undang yang berkaitan seperti:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan

lainnya
Serta sumber yang selaras seperti skripsi, artikel bersumber dari
internet, jurnal maupun buku-buku yang sesuai dengan tema.
5. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data untuk menyusun penelitian

ini, antara lain:

a. Wawancara (interview)
Teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama
karena penelitian ini berdasarkan bagaimana pendapat hakim

mengenai pengkabulan permohonan pencatatan perkawinan beda
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agama dari aspek kebebasan beragama dengan cara datang ke
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul.

b. Dokumentasi

Dilakukan tahap dokumentasi sebagai metode untuk mencari,
menyimpan, dan menyatukan data-data terpilih untuk dijadikan

pembahasan terkait.

c. Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menguraikan data sehingga
terbentuklah sebuah kesimpulan dari data yang diperoleh dengan
tujuan agar pemahaman mudah dimengerti dan tidak salah
penafsiran. Dengan itu maka pokok masalah pada penelitian bisa di
pelajari maupun diuji. Metode analisis data dilakukan secara
kualitatif. Analisis data secara kualitatif yakni mengelaborasikan
data dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan standar penulisan

ilmiah sehingga dapat dengan mudah dibaca dan diartikan.**

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penelitian yang berjudul "Perspektif Kebebasan Beragama
Oleh Hakim Dalam Penanganan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda
Agama Di Yogyakarta" disusun dan dibagi dalam lima bab. Dengan tujuan agar
pembaca mudah memahami gambaran dari penelitian penelitian ini. Berikut

adalah uraiannya:

126

3% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.
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Bab pertama, berisi tentang pendahuluan dengan cakupan seperti latar
belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari
penelitian, telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, kerangka teori,
metode penelitian dan terakhir, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang konsep keabsahan
perkawinan secara umum hingga perkawinan beda agama beserta hak
kebebasan beragamanya.

Bab ketiga, berisi tentang profil pengadilan negeri dan inti dari satu
penetapan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan satu penetapan di Pengadilan
Negeri Bantul mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Bab keempat, berisi tentang analisa terkait penafsiran hukum dan dasar
hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda
agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri bantul yang
dilengkapi dengan wawancara hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang penutup dari penelitian yang terdiri atas
kesimpulan dan saran berdasarkan problematika yang dibahas di dalam

penelitian.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti khususnya merujuk dari
permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Bantul maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama
memang dapat terjadi karena adanya keberagaman agama di Indonesia sehingga
hal tersebut tidak dapat dihindari. Sebagai contoh nyatanya adalah pada tahun
2023 terdapat dua permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Daerah
Istimewa Yogyakarta antara Agama Islam dengan Katholik yang berhasil
dikabulkan. Permohonan tersebut dikabulkan dikarenakan menurut hakim yang
terkait belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai
perkawinan beda agama khususnya apabila merujuk dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menanggapi adanya kekosongan
ataupun keambiguan terkait peraturan yang mengatur perkawinan beda agama
maka hakim yang dihadapkan cenderung mengabulkan permohonan para
pemohon.

Terdapat beberapa alasan lain yang mendasari para hakim di Pengadilan
Negeri Yogyakarta dan Bantul dapat mengabulkan permohonan tersebut.
Apabila melihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim-hakim terkait,
maka perkawinan beda agama dapat dikabulkan permohonannya dengan
melihat dari sisi hak asasi manusia dan peraturan pencatatan perkawinan di

Indonesia. Sedangkan apabila kita merujuk dari pengaruh persperktif kebebasan
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beragama, hakim dapat mempertimbangkan pengkabulan permohonan tersebut
dari kedua forum yaitu forum internum dan eksternum sebagai hal-hal yang
menyangkut seseorang dalam mengimani agama ataupun kepercayaannya tanpa
harus diganggu gugat serta menjalankan aktivitas ibadahnya sebagai umat
beragama, agama tertentu. Meskipun sebenarnya tidak terdapat pengaruh yang
signifikan mengenai kedua forum tersebut apabila melihat dari perspektif hakim
yang dihadapkan dengan permohonan tersebut. Ditambah lagi, bahwasannya
salah satu pemohon telah menyatakan ketidak peduliannya lagi atas agama yang
dianut yaitu Agama Islam. Meskipun demikian, pemohon belum mau pindah
agama.

Apabila mengkaitkan antara wawancara penulis dengan Bapak Djoko
Wiryono Budhi Sarwoko, S.H selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dengan permohonan-permohonan yang ada, maka hal yang
mempengaruhi para hakim mengabulkan pencatatan tersebut adalah karena
perkawinan telah dilansungkan terlebih dahulu dihadapan pemuka agama dan
dihadapan para saksi termasuk orangtua para pemohon. Sehingga tidak ada cara
lain untuk sebagian hakim selain mengabulkan permohonan tersebut mengingat
belum adanya aturan yang mengatur. Terakhir, salah satu pendorongnya adalah
dikarenakan hakim juga mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
dengan merujuk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan juga dijelaskan bahwasannya perkawinan yang

telah dilangsungkan maka harus dicatatkan.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat
di Indonesia dan atas hak-hak asasi setiap masyarakat dapat terpenuhi tanpa
terkeculi, penulis memberikan beberapa saran terkait yang diharapkan dapat
dijadikan referensi ataupun masukan.

Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya kita harus menghargai
keberagaman yang ada khususnya keberagaman dalam agama yang diakui
negara. Sehingga sudah semestinya setiap dari masyarakat saling menghormati
dan tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok penganut agama
tertentu hanya karena agamanya berbeda dengan apa yang kita yakini. Hak
Asasi Manusia memang telah dijanjikan oleh negara namun batasan dalam
negara tentu diperlukan untuk menjaga tatanan dan prinsip negara. Sehingga
sudah semestinya masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku khususnya
tentang bernegara. Setelah keluarganya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang
mengatur tentang larangan hakim tidak boleh menetapkan permohonan
pencatatan perkawinan beda agama. Terutama apabila melihat perspektif lain
dari perundang-undangan sehingga dapat dimaknai bahwa perkawinan sah di
Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Oleh
karena itu, jika seseorang ingin menikah beda agama, mereka harus memahami
aturan-aturan yang sudah dikeluarkan termasuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023,
dan mempertimbangkan berbagai alternatif hukum yang ada, seperti menikah
di luar negeri, atau mengubah status agama salah satu pihak. Saran berikutnya

adalah sebelum hendak melakukan perkawinan ada bagusnya untuk
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berkonsultasi dengan konsultan, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun
Kantor Catatan Sipil agar mengetahui mengenai prosedur hukum yang
ditempuh untuk melangsungkan perkawinan.

Agar masyarakat tertata dan adanya kejelasan soal hukum maka setiap
pejabat negara juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakatnya. Misalnya
seorang hakim yang dianggap paling tahu soal hukum maka ketika ia
dihadapkan dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim
memang perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusianya namun hal ini
harus diimbangi dengan pertimbangan aspek hukumnya. Dalam hal ini, peran
hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak
hanya mengikuti norma agama dan hukum yang ada, tetapi juga
mempertimbangkan hak dasar warga negara. Jika memang terjadi
ketidakapstian atau celah hukum dalam masalah perkawinan beda agama,
hakim juga mempunyai peran dan hak untuk mendorong pemerintah akan
diberikannya kebijakan baru melalui putusan yang memperhatikan
perkembangan zaman masyarakat Indonesia agar “hukum” yang berlaku
tidaklah tertinggal atau kuno. Dengan ini, seorang hakim juga dapat melakukan
mediasi dan mencari solusi alternatif apabila ada pasangan yang ingin
melangsungkan perkawinan beda agama termasuk dengan mempertimbangkan
perkawinan dilaksanakan di luar negeri atau merekomendasikan jalan tengah

dengan meminta fatwa dari lembaga keagamaan sebagai jalan tengahnya.
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